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ABSTRAK

Musalah perlindungan hukum terhadap saksi sudah lama menjudi bahan
pembicarazn. Sebagai alal bukli yang wtama keterangan saksi menjadi acuan baoi
hakim untuk memutuskan bersalah atau tdaknva terdakwa Tidak ada suaty
perkara pidana yang loput dari permbuklian dengan alal bukii keteranpan saks:
Sebagal pihak vang memiliki persnan vang sangal penting dalam keberhasilan
proses penyelessian perkara pidana maka saksi perlu diatur secara lebih
kamprehensil mengenai mekanisme perlindungannya kedalam sustu perundang-
undangan tersendirl. Denpan dikeluarkannya Undang-Undang Momor 13 1zhun
2006 dibarapkan dapat dipercleh kebenaran maten! sekaligus memenuhi rasa
keadilan bagi semua pihak,  Dan latar belakang terscbul umbul permasalshan
vang hendak ditehl antara lwn ;1) Bagaimasakah Pelaksanan Perlindungan
Hukum Terhadap Saks: di Wilavah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Padane,
21 Ape smaksh Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindunpan Hukum
werhadap Saksi di Wilayah Hukum Pengadilan Negen Klas |A Padanp Dalam
penulisan skripsi i, penelivan vang dilakukan hersifit deskeplit yaile carn
penzhitian yang mengpambarkan secara lenghay dan jelas tentang persoalan vang
dutelinn dengan pendekatan yunidis sosiclogis penerapan hukum di lapangan aleh
pestiegak hukum. Penelitian benujuan untuk memperoleh dats primer dan data
sehunder melalui penelitian lapanpan dan penelitian kepustakaan Hasil penelitizn
menumukkan babwa o 1) Babwa pelaksanaan perlindungan hubom terhadap saks
di wilavah hukum Penpadilan Meperi Klas 1A Padang sebagumana vang
diamaniken eleh Undang-Undang Momor 13 tahun 2006 belum: bisa terlaksana
dengan maksimal. Pelaksanwn perlindungan bukum tlerhadap  saksi masih
diliikberathon pads proses pemeriksan saksi bak dalam tahap penvidikan
s pada proses persidangan penpadilan sesuw denpan ketentuan KUHAPR 73
Bahwa dalam pelaksanaan perlindungan bukum terhadap saksi masih terdapa
basyak kerulala baik dan segt aturan hukum maupus dart aparal penesak hokam
dan sakst 1w sendin. Untuk masa yang akan datang dibarapkan adanva aturan
pelaksana  dan ketenluan  Undang-undang MNomeor 13 Tabun 2006 serta
dilakukannys sosialisasi atas undang-undang tersebut baik kepada aparal penegak
hukum maupun masyarakat agar pelaksanaan perlindunpan hukum techadap saksi
dapan berjalan maksimal,



BARI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sakst merupakan pihak vang sangat menentukan dalom keherhasilan atas
penyelesaian suate perkars pidana. Keberhasilan it dapal Gilihat pada keteranpan
vang diberikan oleh saksi atas terjadinya suatu peristiwe pidasa aley tindak
pidana. Sebagai salah sat alal bukti vane  sah, keleranpen saksi sangal
mempengaruht keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan / vonis kepada s
terdakown: 51 Terdakwa dapat dijatuhi hukuman atau dapat dinvatakan odak
bersalah / bebas dari jeratan hukwinan, Hal ini disehabkan karena saksi merupakan
kunei vtama dalam menemukan kebenaran materid. Didalam Pasal 184 ayvat (1)
sLUHAP dinvalakan babwa atal bukti vang sah alah

A ketetangon saksi;

B Keteranpan ghli;

o sural,

d o Petunjuk;

o keleramgan terdakwa,
Selanutnya pada Pasal 185 avat {2) menvalakan Keteramgan svorang saksi saja
tdak cukup untuk membuktkan bahwa lerdakwa bersalah terhidap perbuatan
vany didakwakan kepedanya ™ Kemuodian pada avat (3) dari Pasal Yang sama juza

berbusyr * Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tdak berlake apabila



disertal dergan suatu alat bukl vang sah lannya”, Berdasarkan ketenivan tersebul
RUHAFR mengatur bahwa sakst mompunvai peranan vang cukup penting dalem
usaba uriuk mencar dan mendapatkan kebenaran materil penfy proses Hokom
Acara Midana di Indonesia'

Meskipun saksi mempunya peranan yang sangat penting dalam sl
proses penyelesaian perkara pidana, masih banyak kasus yong tidak terungkap
atau bahkan kandas di tengah jalan. Hal ini disebabkan karena suksi enggan
memberikan keterangannya kepaca penepak hukum, Misalnva pada rindak pidina
perkosaan, dimana saksi sckalipus  juega korban tndak pidana seringkals
menelimi tekanan secara psikis ¢ mental karena kesaksian vang akun diberikan
berkartan dengan keadoan dirinya yame nantinya akan nempensarehi - mas
depannya sendir. Pada kasus-kasus  Desar sepettt korupsi, pencucran uaing,
lerorisme dan narkotika sertngkali jupa tidak Lh!uput diproses karena saoks lidak
mau - memperaruhkan nyawanys  sendini manpen keluarganya gara-pard
Reterangannya dapat memberatkan i Terdakwa

Trdzk adanva jaminan hukum stau perlindungan hukwm merapakan {akior
vang menyebabkan saksi enppran uniuk memberikan kesaksian st keteranpan
Sukst termasuk pelapor bahkan seringkali menpalami krimimalisesi atag lemutan
hukuen atas kesaksian yany diberikannya dan saksi akhimya menjadi tersangka

utaw bahkan terpidana. Hal ini terlihat pada sepanjang whun 2005 masih terdapar

mima Survani dan Fadhilah Sabri, Kumpulan Absieak Hasil Pevelitian Dosen Hukuern Pidana
Fakulins Hukum Tabun 2062, Perfiodungan Hikrr Seriacup Seksd Dafom Portore Pidan,
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PENLTUP

A hesimpulan,
Berdasarkan  uraian-uraian  terschut dupat disimpulkan beberapa  hal
sebazan berikut

b Bahwa pelaksansan perlindungan hukam terbaclap saksi di Wilayah
Hukum  Pengadilan Negeri Klas 1A Padang  sebagaimana  vang
dizmanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum
bisa terlaksana hal ini disebabkan kareny belum dibentuknya Lembaga
Pethindungan Sakst dan Korban (LPSK) dan Peraturan Peluksan: dan
usclang-undang tersebut, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi
masit dititikberatkan pada pemeriksasn terhadap saksi haik pads tahup
penvidikan navpun tshap persidangan schagaimana vang diatur olel
RUHAR dan proses pemeriksaan tersebut dalm prakteknya dinila telah
membenkan perlindungan terhadan saks;

2 Bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terbadap saksi masih
tercapar banvak kendala, Kendals-tendala tersebur toak hanva rerletak
dari ketentuan perundang-undangan sebagal aturan hukum normatif tetapi
Juga dari pparat penepsk hukum vanp tercesmic dar perilaky dalam
memperakukan saks: dalam setiap proses pemeriksaan sesumi denpan

peraturan perundang-undangan untuk mewujudian headilan,
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